
BABi Ii 

PENDAHULUANi 

1.1 Latari Belakangi 

 

Pada masa globalisasii saati inii, perekonomiani yang berkembang pesat akan membuat 

banyak perusahaan mengalami persaingan ketat dan dapat menjadi tantangan bagi 

perekonomian Indonesia. Sehingga BUMN sebagai suatu badan usaha berbadan hukum 

diawasi oleh pemerintah untuk memelihara kestabilan BUMN karena diluar menyumbangkan 

pendapatan/penerimaan bagi negara, kehadiran badan usaha ini juga memberi bantuan kepada 

pemerintah untuk menyelenggarakan berbagai fungsi seperti menyediakan barang dan jasa 

yang berfungsi untuk memberikan bantuan layanan kepada masyarakat. Suatu perusahaani 

yangi melakukani penawarani umumi ataui goi publici akani menghadapi kondisi yangi 

mendesak untuk melakukan transparansi dalam mengungkapkani informasii tentangi 

perusahaannyai. Perusahaani melalui pasar modal memperoleh dana yang mana para pemodal 

menjatuhkan keputusannya pada informasi yang diterimanya dalami bentuki laporani 

keuangani (financiali statementi) dan laporani tahunani (annuali reporti) demi kelangsungan 

atau kemajuan perusahaannya. 

Laporan keuangan dan laporan tahunan merupakan informasi atau fakta material yang 

diwajibkan untuk dipublikasikan sebagai bentuk wadah pertanggungjawaban pihaki 

manajemeni perusahaan terhadapi pengelolaani sumberi dayai modal. Namuni sejauhi manai 

informasii yangi diperolehi sangati terkaiti padai tingkati pengungkapani (disclosure) darii 

laporani tersebuti. Pelaporan laporani informasi terdapat dua (2) jenis. Pertamai adalahi 

pengungkapani wajibi (mandatoryi disclosurei), yaitui pengungkapani yangi disyaratkani olehi 

standari akuntansii yangi berlakui mengacu pada peraturani pengungkapani laporani keuangani 

yang ditetapkan oleh pemerintahi melaluii keputusani ketuai BAPEPAMi No. 347/BL/2012). 

Keduai adalahi pengungkapani sukarelai (voluntaryi disclosurei), yaitu pengungkapani yangi 

dilakukani secarai sukarelai olehi perusahaani tanpai mengacui darii peraturani yangi berlakui. 

Mandatory disclosure dilakukan perusahaani secara wajib yang bertujuan untuk memberi 

perlindungan kepada para pemangku kepentingan dari ketidak keterbukaan informasi oleh 

manajemen perusahaan yang seringkali terjadi pada mekanisme perdagangan pasar modal. 

Berdasarkan keputusan nomor: Kepi-431/BL/2012i yangi telahi diaturi kembali oleh Otoritasi 

Jasai Keuangani (OJKi) Nomori 29i/POJK.04i/2016itentang penyampaiani laporani tahunani 



emiteni ataui perusahaani publiki, menyatakani bahwai tingkat mandatory disclosure dapat 

memperoleh hasil yang ideal di Indonesia yaitu mencapai 100%, akan tetapi realitasnya 

peraturan yang ada tidak dapat menjamin terealisasinya praktik mandatory disclosure yang 

lebih tinggi. Sehingga penulis ingin mengkaji pengungkapani wajibi (mandatoryi disclosurei) 

yangi dilakukani olehi perusahaani BUMNi. 

 

Grafik 1.1 Pengungkapan Wajib Perusahaani BUMNi yangi terdaftari dii BEIi Tahuni 

2010-2020i  

Berdasarkan Grafik 1.1 diatas menunjukkan rasio keuangan 13 perusahaan BUMN 

selama 2010 – 2020. Profitabilitas menunjukkan pengaruh luas pengungkapan wajib 

terhadap keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Widati dan Rosaliana 

(2014) memperlihatkan rasio profitabilitasi mempunyaii pengaruhi yangi positifi terhadapi 

pengungkapani wajibi. Semakini besari tingkati profitabilitasi makai perusahaani akani 

semakini luasi dalami mengungkapkani informasii. Yenny (2013) menemukan rasioi 

likuiditasi mempunyaii pengaruhi yang negatif terhadapi luas pengungkapani wajibi. 

Semakini luasi pengungkapani wajib yangi dilakukani oleh perusahaani maka semakini 

rendahi tingkati likuiditas perusahaani. Fairuz dan Devi (2016) menemukan rasio leveragei 

tidaki berpengaruhi terhadapi luasi pengungkapani wajibi. Perusahaani dengan rasioi 

leveragei yang tinggi menunjukkan bahwa banyaknya dana milik kreditur yang terdapat 

dalam perusahaan. Jika perusahaan terlalu banyak mengungkapkan informasi laporan 

keuangannya, dikhawatirkan kreditur akan enggan meminjamkan dananya karena 

kemungkinan pinjaman tidak akan dikembalikan. Denny (2015) menunjukkan ukuran 

perusahaan (Firm Size) memiliki pengaruhi yangi positifi terhadapi pengungkapani wajib. 

Semakini besari ukurani perusahaani, makai semakini tinggii tingkati pengungkapani yang 

harus dipenuhii perusahaani besari karena memenuhii permintaan publik atasi 

pengungkapani yangi lebihi luasi. 



Atas dasar tersebuti, makai penulisi tertariki melakukani kajian penelitiani dengani 

juduli: “Pengaruhi Rasioi Profitabilitasi, Rasio Likuiditasi dan Rasio Leveragei terhadapi 

Mandatory Diclosure yang di Moderatori Firm Size (Studi Perusahaan BUMN 2010 – 

2020)”. 

1.1 Rumusani Masalahi 

Berdasarkani uraiani tersebuti dapati dirumuskani permasalahani penulisani sebagaii 

berikuti: “Apakahi Rasioi Profitabilitasi, Rasio Likuiditasi dan Rasio Leveragei 

Berpengaruhi terhadapi Mandatoryi Diclosure yangi di Moderatori Firm Size (Studi 

Perusahaan BUMN 2010 – 2020)” 

 

1.2 Tinjauan Pustaka  

1.3.1 Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan semua keahlian dan sumberi dayai sepertii kegiatani 

penjualani, kasi, modali dan lain-lain, yangi mana hal ini merupakan salah satu cara untuk 

memperoleh laba. Berdasarkan teori Signaling, profitabilitas yang meningkat menunjukkan 

sinyali untuki meyakinkani investori mengenai kinerjai manajemeni dalami menghasilkani labai 

bagii perusahaani. Kasmir (2018) mengenalkan profiti margini dani earningi returni sebagaii 

variabeli yangi berhubungani secarai positifi terhadap luas pengungkapan perusahaan. Pada 

penulisan ini profitabilitas dihitung dengan menggunakan indikator Return on Assets (ROA) 

yaitu dengani carai membagii labai sebelumi bungai dan pajaki (EBIT) dengani jumlahi aktivai. 

1.3.2 Rasioi Likuiditasi 

Rasioi likuiditasi merupakani rasioi yangi digunakani untuki mengukuri kemampuani 

perusahaani dalami memenuhii kewajibani jangkai pendeknyai (liabilitas) yangi jatuh tempo 

(Hery, 2017). Ditilik dari teori signaling, perusahaan dinilai memiliki keuangan yang stabil jika 

perusahaani tersebuti memilikii prospektus yangi baiki sehinggai dapat memenuhi kewajiban 

melakukani pengungkapani perusahaan. Aspek likuiditas yang digunakan dalam penulisan ini 

ialah indikator rasioi lancari (current ratio). Rasio ini membagii akun aktivai lancari dengani 

liabilitasi lancari suatu perusahaani. 

1.3.3 Rasioi Leveragei 



Rasioi leveragei merupakani rasioi yangi digunakani untuki mengukuri kemampuani 

perusahaani dalami melunasi hutang menggunakan pendanaan. Berdasarkan teori agensi 

(agency cost) yang diterapkan oleh Oktamawati (2017), usaha yang struktur kepemilikan 

modalnnya lebih tinggi yang terlihat dari biaya pengawasannya (monitoring cost) 

menunjukkan proporsi hutang yang lebih banyak. Sehingga usaha yang leverage nya yangi 

tinggii mempunyai obligasi lebihi untuk memberikani informasii yangi benar kepada investori 

atau kredituri.  Dalam penulisan inii, penulis menggunakan indikator rasio hutang terhadap total 

aktiva (debti toi totali assetsi ratioi) sebagaii tolak ukuri dari rasioi leveragei. Debti toi totali 

assetsi ratioi menunjukkan jumlah hutang untuk mendanai aset yang digunakan oleh 

perusahaan dalam menggerakkan kegiatan operasional perusahaan dengan membagi total 

hutang dan total aset perusahaan. 

1.3.4 Firmi Sizei (Ukurani Perusahaani) 

Firmi Sizei merupakan pengklasifikasian perusahaan ke dalam berbagai bentuk, diantaranya 

perusahaani besari, sedang dani kecil. Ukurani perusahaani menunjukkan seberapai besari aseti 

yangi dimilikii suatui perusahaani. Indikatori yangi dipakaii dalami penulisan inii adalahi totali 

aktiva atau totali aset. Menurut Dewi & Noviari (2017) kemajuan perusahaan dicerminkan dari 

ukuran perusahaan dengan total aktiva yang besar dengan keuangannya yang stabil. Perusahaan 

yang maju ditunjukkan dari kepemilikan atau permodalan yang besar dengan memiliki 

sejumlah pemegang saham, sehingga pelaporan wajib perlu dilakukan sebagai kebutuhan untuk 

para pemegang saham. 

1.3.5 Mandatory Disclosure 

Mandatoryi disclosurei merupakani pengungkapani keterbukaan akan hal informasii 

perusahaan yangi harusi diungkapkani. Pengungkapani wajibi (Mandatoryi disclosurei) 

menurut Ghazali (2018) adalah pengungkapani yangi diwajibkan olehi peraturani yangi berlaku 

unutk mengungkapkan informasi kinerja perusahaan. Adapun peraturan yang berlaku yaitu 

peraturan di bidang pasar modall. Tingkat ketaatan perusahaan melakukan pengungkapan 

wajib, ditunjukkan melalui pengungkapan atas informasi keuangan. Konsekuensi 

ketidakpatuhan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan dapat membuat perusahaan di 

delisting dikarenakan menyembunyikan laporan informasi penting yang seharusnya diungkap. 
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1.4 Kerangkai Konseptuali 
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1.5 Hipotesisi Penelitiani 

 

Berdasarkan penjabaran dan gambaran kerangka konseptual, dapat dirumuskan hipotesis 

berikuti:  

1. H1i: Rasio profitabilitasi berpengaruhi terhadapi mandatory disclosurei  

2. H2i: Rasio likuiditasi berpengaruhi terhadapi mandatory disclosurei  

3. H3i: Rasio leveragei berpengaruhi terhadapi mandatoryi disclosurei  

4. H4i: Firm sizei berpengaruhi terhadapi mandatory disclosurei 

5. H5i: Rasioi profitabilitasi, rasioi likuiditasi, rasioi leveragei berpengaruhi terhadapi 

mandatory diclosurei yangi di moderatori firm sizei  
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